
BUPATILAMONGAN 

PERATURAN BUPATI LAMONGAN 
NOMOR .2S TAHUN 2015 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LAMONGAN 
NOMOR 10 TAHUN 2015 

TENTANG 
PEDOMAN TEKNIS PELAKSANMN KEGIATAN PENGGUNMN 

DANA DESA DI KABUPATEN LAMONGAN 

Menimbang 

Mengingat 

TAHUN ANGGARAN 2015 

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI LAMONGAN, 

bahwa sehubungan dengan ditetapkannya 
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 
tentang ·· Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 60 Tahun 2014 ten tang Dana Desa yang 
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara, dipandang perlu mengubah Peraturan 
Bupati Lamongan Nomor 10 Tahun 2015 tentang 
Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan Penggunaan 
Dana Desa di Kabupaten Lamongan Tahun 
Anggaran 2015 dalam Peraturan Bupati. 

I. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di 
lingkungan Provinsi Jawa Timur (diumumkan 
dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 
1950) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 
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4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 · Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 
ten tang Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4578); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2014 ten tang Desa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 4 7 
Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5717); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 
tentang Dana Desa yang Bersumber dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara 
Repubiik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5694); 

8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 
tentapg Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
199); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah, 
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 21 Tahun 2011; 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 
2014 tentang Pembentukan Produk Hukum 
Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 32); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 
Tahui:i 2014 ten tang Pengelolaan Keuangan Desa 



Menetapkan 
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(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 2093); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 
11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan 
Tahun 2007 Nomor 10/E); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 
6 Tahun 2014 ten tang Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan 
Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Lamongan Tahun 2014 Nomor 9); 

14. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 
2014 ten tang Penjabaran Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan 
Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten 
Lamcingan Tahun 2014 Nomor 33) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Bupati 
Lamongan Nomor 7 Tahun 2015 (Berita Daerah 
Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 7). 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI LAMONGAN NOMOR 10 
TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN TEKNIS 
PELAKSANMN KEGIATAN PENGGUNMN DANA 
DESA DI KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 
ANGGARAN 2015 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lamongan Nomor 10 
Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan Penggunaan 
Dana Desa di Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2015 (Berita 
Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 10) diubah sebagai 
berikut: 
1. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 4 

berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 4 

(1) Dana Desa ditetapkan sebesar Rp127.056.805.000,00 (seratus 
dua puluh tujuh milyar lima puluh enarn juta delapan ratus lima 
ribu rupiah) untuk 462 (empat ratus enam puluh dua) desa, yang 
dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan : 
a. alokasi dasar, sebesar 90% (sembilan puluh perseratus); 
b. alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah 

penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat 
kesulitan geografis desa, sebesar 10% (sepuluh perseratus). 

(2) Tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (I) 
huruf b, ditentukan oleh faktor-faktor yang terdiri atas : 
a. ketersediaan prasarana pelayanan dasar; 
b. kondisi infrastruktur; dan 
c. aksesibilitas/ transportasi. 
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(3) Besaran Dana Desa hasil penghitungan untuk setiap desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan 
Keputusan Bupati. 

2. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal9 

(1) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 
ayat (I), dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran 
berjalan, dengan ketentuan : 
a. tahap I pada bulan April sebesar 40 % (empat puluh per 

seratus); 
b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40 % (empat puluh per 

seratus); 
c. tahap Ill pada bulan Oktober sebesar 20 % (dua puluh per 

seratus). 
(2) Penyaluran Dana Desa setiap tahap sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), dilakukan paling lambat pada minggu kedua. 
(3) Penyaluran Dana Desa setiap tahap sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja 
setelah diterima di Kas Daerah. 

(4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
tidak dapat dilakukan jika Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dari 
Pemerintah Desa belum terselesaikan dan belum dikirim ke 
Bupati melalui BPM. 

3. Ketentuan Pasal 13 ayat (5) diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi 
sebagai berikut : 

Pasal 13 

( 1) Penggunaan Dana Desa yang telah ditetapkan dalam APB Desa, 
sebelum dilakukan proses pengajuan dan pencaiaran dana, 
Pemerintah Desa harus menyusun Daftar Rencana Kegiatan 
(DRK), Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar. 

(2) DRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisi tentang seluruh 
rangkaian kegiatan yang akan dilakukan, yang disusun dalam 
daftar yang dinilai dengan uang untuk menyelesaian program 
kegiatan. 

(3) RAB dan Gambar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi 
tentang pedoman rincian biaya yang digunakan untuk 
melaksanakan program kegiatan dan gambar program kegiatan 
yang akan dibangun. 

(4) DRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh 
Ketua Tim Pelaksana Tingkat Desa dan disahkan oleh Kepala 
Desa, sedangkan RAB dan Gambar ditandatangani oleh pejabat 
teknis yang menggambar, disahkan oleh Kepala Desa dan 
diketahui Camat selaku Ketua Tim Pengendali Kecamatan. 

(5) DRK beserta RAB dan Gambar sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), sebagai dasar pengajuan Dana Desa ke rekening Kas Desa 
setelah mendapat rekomendasi dari Cam.at. 
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4. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 14 

( 1) Proses pelaksanaan pencairan Dana Desa se bagaimana 
dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dilakukan secara bertahap 
se bagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat ( 1). 

(2) Proses pelaksanaan pencairan Dana Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), disertai dengan dokumen Surat Perintah 
Kerja (SPK) yang dilampiri DRK, RAB dan/ atau Gambar. 

(3) Sekretaris Desa melakukan verifikasi terhadap pengajuan 
pencairan Desa dari Tim Pelaksana Dana Desa untuk mendapat 
persetujuan Kepala Desa. 

5. Diantara Pasal 24 dan Pasal 25, disisipkan Pasal 24A, sehingga 
berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 24 A 

( 1) Penambahan atau pengurangan Dana Desa ditetapkan dalam 
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 dan besaran Dana Desa 
masing-masing desa ditetapkan dalam Keputusan Bupati. 

(2) Proses pelaksanaan besaran Dana Desa masing-masing Desa 
dilaksanakan setelah Desa menetapkan Perubahan APB Desa. 

(3) Proses pelaksanaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) tetap berpedoman pada mekanisme pengelolaan Dana Desa 
sebagaimana dimaksud dalam BAB VI Peraturan Bupati ini. 

6. Lampiran diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam 
Lampiran Peraturan Bupati ini. 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Lamongan. 

Diundangkan di Lamongan 
Pada tanggal 30 Juni 2015 

Ditetapkan di Lamongan 
pada t i ~1i; 

, \)v---..,__,___ Jlr, 
., UPAT \l'!,wt\J 

·1 
<\ 

·1 
'Ci 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN 
LAM NGAN 

YUHRORUR EFENDI 

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2015 NOMOR 28 



KEPALADESA 

Persyaratan Pengajuan Tahap I: 
1. Surat Permohonan Dana Desa 

Kepala Desa; 
2. APBDesa; 
3. Fotocopy rekening Kas Desa; 
4. KwitansijTanda Terima Dana 

Desa dari Kepala Desa; 
5. Surat Pertanggungjawaban 

Belanja (SPTJB) dari Kepala 
Desa; 

6. Pakta lntegritas Kepala Desa 
dan Tim Pelaksana Dana Desa; 

7. Keputusan Bupati Lamongan 
tentang Besaran Dana Desa. 

Persyaratan Pengajuan Tahap II dan 
Tahap Ill: 
1. Surat Permohonan Dana Desa 

Kepala Desa; 
2. Fotocopy rekening Kas Desa; 
3. KwitansijTanda Terima Dana 

Desa dart Kepala Desa; 
4. Serita Acara Kemajuan 

Pengelolaan Dana Desa; 
5. Surat Pertanggungjawaban 

Tahap I, II dan Ill; 
6. Foto 0%, 50% dan 100%. 

Ke pa la Desa mengajukan 
permohonan pencairan Dana 
kepada Bupati cq. Kepala BPM 
melalui Carnal 

Larnpiran Peraturan Bupati Larnongan 
Nomor : ;tS Tahun 2015 
Tanggal kl .JJ'll 2015 

PROSES PENCAIRAN DAN PENYALURAN DANA OESA DI KABUPATEN LAMONGAN 

KECAMATAN 

Persyaratan Pengajuan Tahap I : 
1. Surat Pengantar Camat; 
2. Rekap Nomor Rekening Kas 

Desa; 
3. APBDesa; 
4. Kwitansi/Tancla Terima 

Dana Desa dari Kepala Desa; 
5. SPTJB dari Kepala Desa; 
6. Pakta lntegritas Kepala Desa 

dan Tim Pelaksana Dana 
Desa; 

7. Keputusan Bupati Lamongan 
tentang Besaran Dana Desa. 

Persyaratan Pengajuan Tahap II 
dan Tahap Ill : 
1. Surat Pengantar Ca mat; 
2. Rekap Nomor rekening Kas 

Desa; 
3. Kwitansi/ Tanda Terima 

Dana Desa dari Kepala Desa; 
4. Serita Acara Kemajuan 

Pengelolaan Dana Desa 
Tahap II clan III 

5. Hasil Verifikasi Surat Per­
tanggungjawabanTahap I, II 
dan III 

6. Foto 0%, 50% dan 100%. 

Dilakukan Verifikasi, 
direkapitulasi dengan desa 
lainnya dan diajukan ke 8PM. 

TAHUN ANGGARAN 2015 

8PM 

Persyaratan Pengajuan Tahap I : 
1. Surat Pengantar clari 8PM; 
2. Rekapitulasi Nomor Rekening 

Kas Desa; 
3. Rekapitulasi KwitansijTanda 

Terima Dana Desa clari Kepala 
Desa; 

4. Keputusan Bupati Lamongan 
tentang Besaran Dana Desa 

_5. SPTJB clari 8PM. 

Persyaratan Pengajuan Tahap II 
clan Tahap III : 
1. Surat Pengantar dari 8PM; 
2. Rekap Nomor Rekening Kas 

Desa; 
3. Kwitansi/ Tancla Terima Dana 

Desa dari Kepala Desa; 
4. SPJ dari Kepala Desa Tahap I, 

II dan Ill; 
5. Foto 0%, 50% clan 100%. 

Dilakukan verifikasi, direkapitulasi 
clengan kecamatan lainnya clan 
cliajukan ke BUD. 

BUD/BPKAD 

Persyaratan Pengajuan 
1. Kwitansi; 
2. Copy Rekening Bank; 
3. Keputusan Bupati tentang 

Penetapan Dana Desa; 
4. Rekapitulasi Nomor 

Rekening Kas Desa; 
5. SPTJB clari BPM. 

SPP,SPM clan 
SP2D 

BANK 

SPZD 

[Rp ::_J 
Apabila bank telah melakukan transfer 
ke rekening desa maka clilakukan 
pencatatan pada BKU, Buku 
Pembantu Bank dan Buku bantuan 
keuangan dari Pemerintah Pusat. 

Cata tan : Penyaluran Dana Desa setiap ta hap dilakukan paling lam bat 14 ( em pat be las) hari kerja setelah di terima di Kas Dae rah 


